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MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR dalam Uji UU Pemilu

Jakarta, 25 September 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan
Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 pada Senin (25/9) pukul. 13.30 WIB dengan agenda
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Perkara yang terdaftar dalam nomor 44/PUU-
XV/2017 ini dimohonkan oleh Habbiburakhman.

Dalampermohonannya yang disampaikan pada Kamis (3/8) lalu, Pemohon mendalilkan Pasal
222 UU Pemilu berpotensi menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera
kepentingan politik, dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan
baik. Selain itu, Pemohon menilai diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur
syarat perolehan kursi atau suara pemilu legislative partai pengusul calon presiden dan wakil
presiden, menabrak logika system presidensial. Secara nyata, menurutnya, perolehan suara
pemilu legislative partai pengusul calon presiden telah memperlemah institusi kepresidenan
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD
1945.

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi pintu masuk lahirnya kartel politik
dan mengakibatkan politik di Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin dan parpol yang
itu-itu saja. Dengan demikian, Pemohon menilaipasal tersebut bertentangan dengan asas
kepastian hukum yang adil.

Dalam sidang perbaikan permohonan pada Selasa (15/8) lalu, Pemohon menjelaskan telah
banyak melakukan perbaikan sesuai dengan saran Panel Hakim pada sebelumnya. Pemohon
menambah batu uji, yakni Pasal 6A ayat (2) danayat (5). Pemohon yang hadir tanpa
didampingi kuasa hokum menjelaskan adanya pertentangan antara Pasal 222 UU
Pemiludengan Pasal 6A ayat (2) dan (5) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5),
menurutnya, tidak menyebut ketentuan 20% dan 25% sebagai syarat.
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